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ABSTRAK

Bahwa dalam pemberlakuan atau penerapan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Pasal tersebut ternyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 65 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Amandemen ke-2 (dua) Pasal 28 H Ayat (2). Pasal tersebut bersifat mandul dan
tidak dapat diterapkan serta dilaksanakan secara tegas dan konsekwen bagi
aparatur penegak hukum. Bahwa ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
telah bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
Karena pada intinya Pasal 65 Ayat (1) KUHP menegaskan dalam hal perbarengan
beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-
sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana
pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana. Akan tetapi banyak kasus
vang ditemukan tentang perbarengan perbuatan sebagaimana tersebut di dalam
Pasal 65 ayat (1) KUHP tidak pernah diterapkan oleh Majelis Hakim serta
aparatur penegak hukum lainnya. Hal inilah yang merupakan masalah krusial
serta perlu dipecahkan bersama. Oleh karena itu perlu adanya Yudisial Review
atau Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan vang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri
sebagai key instrument, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara; (1)
wawancara mendalam; (2) observasi; dan (3) dokumentasi. Untuk analisis data
menggunakan teknik deskriptif. Dengan hasil akhir bahwa Pasal 65 KUHP
(Concursus Realis / Perbarengan tindak pidana) tidak bisa dilaksanakan
sepenuhnya terutama oleh aparatur penegak hukum dan bahkan bertentangan
dengan Pasal 272 KUHAP.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis Terhadap Perbarengan Tindak Pidana /

Concursus Realis Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
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ABSTRACT

That in the enactment or application of Article 272 of Law Number 8 Year 1981
concerning the Criminal Procedure Code (KUHP). The Article has proven to be
contradictory fo the provisions of Article 65 of Law Number | Year 1946
concerning the Criminal Code (KUHP) and the 1945 Constitution of the Republic
of Indonesia. Second Amendment (two) Article 28 H Paragraph (2) . The article is
barren and can not be applied and implemented explicitly and consistently for the
law enforcement apparatus. Whereas the provision of Article 272 of Law Number
1 Year 1946 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) has been
contradictory and inconsistent with the provision of Article 65 of Law Number 8
Year 1981 concerning the Criminal Code (Criminal Code), Because essentially
Article 65 Paragraph (1) of the Criminal Code affirms in the case of several
incidents of deeds which shall be regarded as stand-alone acts so as to constitute
some crimes, which are threatened with the same principal punishment shall be
imposed only one criminal. However, many cases are found about the incidence of
acts as mentioned in Article 65 paragraph (1) of the Criminal Code never applied
by the Panel of Judges and other law enforcement apparatus. This is a crucial
problem and needs to be solved together. Therefore the need for Judicial Review
or Testing of Law Number 1 Year 1946 About the Book of Criminal Law (KUHP).
The approach used in this study is a qualitative approach. Data collection is
carried out by the researcher himself as a key instrument, data collection
techniques are carried out in a way; (1) in-depth interviews; (2) observation; and
(3) documentation. For data analysis using descriptive techniques. With the final
result that Article 65 of the Criminal Code (Realist Concourse / Perbarengan
crime) cannot be fully implemented especially by law enforcement officials and

even contradicts Article 272 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Juridical Review Against Conflict of Real Criminal / Concursus In

Criminal Justice System In Indonesia
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